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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan mengenai analisa yang telah peneliti lakukan pada 

bab sebelumnya, Maka peneliti mampu mengambil kesimpulan yang berisi jawaban 

atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu: 

1. Evaluasi Ketepatan (Evaluation Appropriateness) 

Berkaitan dengan Evaluasi Ketepatan dalam Progam pelayanan publik 

GAMPIL dapat dipahami bahwa adanya keselarasan antara kebutuhan 

masyarakat (community needs),prioritas program pemerintah yaitu prioritas 

program DPMTSP dan tujuan dari program aplikasi GAMPIL. Hal ini 

ditandai dengan adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan 

apa yang mereka butuhkan (needs), Yang merupakan izin berusaha (IUMK) 

dan pemenuhan komitmen agar dapat mempunyai izin usaha yang aktif. 

Kebutuhan izin usaha yang menjadi needs dari para pelaku usaha dapat 

difasilitasi oleh program program prioritas DPMTSP untuk pelayanan 

perizinan usaha.  Yang direalisasikan oleh pihak DPMTSP melalui program 

GAMPIL selaras dengan tujuan program yaitu, meningkatkan kualitas 

pelayanan perizinan terpadu satu pintu di Kota Bandung. Kolaborasi 

keselerasan dari ketiga komponen utama dalam menilai evaluasi 

appropriateness menghasilkan kesimpulan penelitian bahwa sejatinya 

program GAMPIL sudah tepat memberikan apa yang dibutuhkan oleh 
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masyarakat dilihat dari hasil Evaluasi Ketepatan (Evaluation 

Appropriateness).  

2. Evaluasi Efektifitas (Effectiveness Evaluation) 

Berkaitan dengan evaluasi efektifitas dalam program pelayanan 

publik GAMPIL dapat dipahami peneliti bahwa program GAMPIL 

sudahlah  efektif. Hal ini ditandai dengan hasil komponen utama yaitu 

kepuasaan  dari outcome yang diberikan program GAMPIL. 

Hal ini diperoleh dari hasil Analisa peneliti beradasarkan kepuasaan 

masyarakat yang menggunakan pelayanan tersebut dalam Standar 

Kepuasaan Masyarakat (SKM) tahun 2016-2018 dengan hasil pelayanan 

perizinan DPMTSP Kota Bandung sudah mencapai tingkat kepuasaan 

masyarakat yang dikategorikan baik. masih harus adanya  upaya dari pihak 

DPMTSP untuk peningkatkan capaian standart kepuasaan menjadi standart 

target capaian dari 3.2 (baik) menjadi mencapai target capaian 3.4 (sangat 

baik). 

keefektifitasan program GAMPIL juga  peneliti simpulkan berdasar 

pada hasil wawancara mendalam yang peneliti lakukan kepada para pelaku 

usaha yang menggunakan aplikasi GAMPIL dengan simpulan pelaku usaha 

yang merasa puas akan dipermudahnya perizinan usaha dan tidak bersifat 

mempersulit.  Hal ini menandakan bahwa program GAMPIL sudah 

memenuhi tujuan dari program GAMPIL sebagai komponen kedua dalam 

melihat ke-efektifitasan Progam  dengan realisasi tujuan pertama yaitu, 

meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu 
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satu pintu dan berhasil dalam pencapaian realisasi tujuan ketiga dengan 

berhasil meningkatkan kualitas pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kota 

Bandung.  

3. Evaluasi Efisiensi (Evaluation Efficiency) 

Berkaitan dengan evaluasi efisiensi dalam program pelayanan 

publik GAMPIL dapat dipahami peneliti bahwa program GAMPIL belum  

efisien. Hal ini dapat ditandai dengan input dari program GAMPIL yang 

belum diolah dengan semaksimal mungkin walaupun program GAMPIL 

telah memberikan output yang baik. Input pertama Sumber Daya Manusia 

(SDM) ditemukannya masalah kurangnya skill yang dimiliki oleh tenaga 

SDM pihak DPMTSP untuk memfasilitasi program GAMPIL dibuktikan 

dengan dibutuhkannya tenaga ahli dari pihak swasta (outsourching) 

sehingga adanya kesenjangan dengan kualitas Pendidikan pegawai 

DPMTSP dengan apa yang terjadi di lapangan. Lalu penggunan komponen 

input Sumber Daya Waktu (SDW) belum efisien dan masih memakan waktu 

yang lebih dari waktu yang ditentukan oleh Standar Operasional Prosedur 

(SOP) yang disebabkan oleh kurangnya manejemen waktu yang baik oleh 

pimpinan dalam melakukan pelayanan verifikasi pimpinan sebagai syarat 

utama pengeluaran izin berusaha di Kota Bandung, yang menyebabkan 

penguluran waktu penyelesaian perizina lebih dari 7 hari kerja. Selanjutnya, 

penggunaan Sumber Daya yang sudah tergolong efisien adalah Sumber 

Daya Anggaran (SDA) yang diterima dan dan diolah untuk 

keberlangsungan program GAMPIL. Hal ini dapat dilihat dari jumlah 
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serapan anggaran yang dikhususkan untuk “pengembangan system 

informasi berbentuk aplikasi dan pemeliharaan system” dengan total angka 

serapan mencapai 92,76%  dan tidak adanya indikasi masalah kekurangan 

dana menjadi bukti penggunaan Sumber Daya Anggaan yang teralokasi 

dengan baik. 

Benang merah yang dapat peneliti tarik dari program GAMPIL 

adalah Output yang tergolong baik dilihat dari hasil Analisa aksesibilitas 

yang sudah digolongankan mudah dan tidak mempersulit pengguna 

layanan. Lalu, Kualitas dari produk pelayanan GAMPIL dapat disimpulkan 

memiliki dan dapat memberikan kesederhanaan dalam prosedur yang 

mempermudah,Keamanan aplikasi yang memberikan kepercayaan (trust) 

oleh pengguna aplikasi GAMPIL terkait keamanan (secure) yang diberikan 

oleh pihak DPMTSP Kota Bandung dan adanya timbal balik untuk menjaga 

trust dari pihak masyarakat, Daya Tanggap (Responsiveness) yang sangat 

baik untuk menunjang pengaduan,keluhan atau permintaan infromasi untuk 

pelayanan program GAMPIL. Dan yang terahkir melihat produk output 

Cakupan program yang sudah tergolong baik dilihat dari dijalankannya 

sosialiasi dan terdistribusinya jangkauan atau cakupan pelayanan oleh pihak 

DPMTSP untuk menunjang keberhasilan program GAMPIL. 

 

 

 



142 
 

 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian variable evaluasi program pelayanan aplikasi 

GAMPIL di Kota Bandung. Peneliti memberikan beberapa saran yaitu : 

1. Pihak DPMTSP Kota Bandung perlu melakukan 

peningkatkan dan dukungan untuk membantu keberhasilan 

program dengan menyediakan Sumber Daya Manusia 

(SDM) dalam bentuk pembentukan Satugas Tugas 

(SATGAS) sesuai dengan peraturan pemerintah untuk 

menjadi fasilitator aplikasi dan penunjang inovasi-inovasi 

agar dapat meningkatkan pelayanan perizinan berusaha 

sekaligus dalam membantu tenaga Sumber Daya Manusia 

(SDM) di DPMTSP Kota Bandung. 

2. Pihak DPMTSP perlu melakukan manejemen waktu yang 

baik akan permasalahan waktu pelayanan yang belum efisien 

dikarenakan lamanya tahapan verifikasi pimpinan atau 

proses ditandangani nya perizinan pelaku usaha oleh KADIS 

yang sudah difasilitasi dengan hanya melakukan satu klik 

saja. Mempersiapkan manajemen waktu yang baik sebagai 

antisipasi tingginya permintaan permohonan izin di Kota 

Bandung dikarenakan pelayanan perizinan yang sudah 

sepenuhnya menjadi e-service agar tidak menjadikan 

kuantitas pemohon perharinya menjadi masalah yang 

memperlambat waktu pelayanan lebih dari 7 hari kerja.  
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3. Pihak DPMPTSP perlu meningkatkan aksesibilitas program 

dengan mendaftarkan program GAMPIL masuk kedalam 

apple store agar  dapat diakses dengan cara  download oleh 

para pengguna yang tidak mempunyai perangkat berbasis 

android untuk mempermudah aksesibilitas keseluruhan 

pelaku usaha dalam berbagai perangkat smartphone yang 

dimiliki . 

4. Pihak DPMTSP, penting untuk dapat mengetahui kepuasaan 

masyarakat dengan e-service yang telah disediakan. Peneliti 

menyarankan  Dimasukannya variable mengenai 

“kemudahan akses” dan “Kemudahan Pengguna (ease of 

use)” pada Standar Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam 

penggunaan program-program yang berbasis online. Karena 

dari sinilah pihak penyedia pelayanan dapat mengetahui 

bagaimana pendapat masyarakat terkait kemudahan akses 

dan kemudahan pengguna dalam menggunakan aplikasi 

program GAMPIL.  
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